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PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014,
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan
dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK yang
ditetapkan setiap 1 (satu) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan
Korupsi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);



3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 4286);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73);



12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

13. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017;

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari
Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Bupati Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat(Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM

PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

O

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana
korupsi.

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah rencana program atau kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
Pejabat/Pegawai dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan
korupsi secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih, dan bebas dari korupsi yang menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan
pelayanan prima demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan
korupsi.

Pasal 5

Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi
Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Pasal 6

(1) Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi disampaikan oleh Satuan Tugas Rencana Aksi kepada Bupati.

(2) Hasil laporan sebagaimana pada ayat (1) menjadi laporan Bupati untuk
disampaikan kepada KPK.



BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

(1) Bupati berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atau seluruh
kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pencegahan
terjadinya korupsi yang diuraikan sebagai berikut :
a. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. melakukan kampanye anti kepada masyarakat umum;
c. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di
pemerintahan,;

b. memberi saran kepada pimpinan OPD untuk melakukan perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut
berpotensi korupsi;

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran
KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan

pada tanggal 31 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.
HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hikum,

Sofivan Nur/$.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




